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8 . Peraturan Mente ri Kesehatan · R.I. No . 163/Kab/B.VII/ 

72 tentang Pedagang Besar Farmasi ; 

9. Pe raturan Menteri Kesehatan R. I. !Jo. 125/Kab/BU/ 

1 97 5 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja De

pa rternen Kesehatan R. I . 

M E M U T U S K A N 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

IMP OR SE RA DAN VAI'SIN . 

Pasal l 

Pengimpo~an sera dan vaksin hanya dapat dilakukan o

leh perusahaan farmasi yang rnerniliki izin untuk rneng

irnpor sera dan vaksin. 

Pasal 2 

(1) Sera dan vaksin dapat diimpor ke Indonesia oleh 

Perusahaan Fannasi setelah memperoleh persetujuan 

dari Menteri Kesehatan dan memiliki izin imper 

dari Menteri Perdagangan. 

(2) Persetujuan yang dimaksud da lam ayat (1) berlaku 

untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. 

Pa sal 3 

Untuk manperol0h persetujuan dimaksud dalam pasal 2, 

perusahaan farmas i yang be rrnina t ha rus mengajukan per

mohonan kepada Menteri Ke s eha t an c. q . Direktur Jende

ral Pengawasan Obat dan Makanan dengan melengkapi per

sya r a t an ~ 

a . Memiliki izin pabrik f a rmasi atn.u pedagang besa r 

farma si , 

b. Memiliki izin i mper sebaga i importir umum (TAPP!/ 

TAPPIS} a t a u importir terba t a s (APIT}; 

c. Memiliki ruanga n da n perlengkapan yang memadai 

khusus menyimpan sera da n vaksin; 

d. Memiliki laboratorium s elambat - l ambatnya 3 (tiga) 

t a hun sejak ditetapkannya Per a turan Menteri ini, 

dan kemampua n untuk melakukan pengujian mutu sera 

dan vaksin; 

-·- . 
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e. Jika suatu Perusahaan Farmasi importir sera dan vaksin 

belum rnernpunyai laboratorium penguji::in mutu tersendiri se= 

lama tengg~ng waktu tersebut di ut~sp rnakn perusahaan 

yang be rsangkutan harus memeriksakan sera dan vaksin yang 
diimpor di laboratorium ya.ng ditunjuk o leh Menteri Kese

hatan c.q. Direktur Jende r a l Pengawasan Obat dan Makanan. 

Pa sE.tl 4 

Vaksin dan sera yang dapat diimpor adalah vaksin dan sera yang te

lah terdaftar sesuai dengan Pera turan Menteri Kesehatan R.I. No. 

125/Kab/B.VII/71 tentang Wajib Daftar Obat. 

Pasal 5 

Pelaksanaan imporp penyaluran dan pengujian mutu sera dan vaksin 

yang diirnpor harus dilaporkan seca ra teratur setiap triwulan kepa

da Menteri Kesehatan R.I. c.q. Direktur Jenderal Pengawasan Obat . 

dan Makanan. 

Pasal 6 

Pemasukan sera dan vaksin dalam hal-hal khusus di luar ketentuan 

dalam peraturan ini harus mendap~t persetujuan khusus dari Menteri 

Kesehatan R.I. c.q. Direktur Jenderal Pengawasan Oba t dan Makanan. 

Pasa l 7 
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan 

tindakan administratip sesuai denqan peraturan perurtdang-undangan 

yang berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan ini mula i berlaku sejak t a nggal ditetapkan. 

Agar semua or.:mg dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dalam Berita Neg~ra Republik Indonesia. 

Ditetapknn di 

Pada tanggal 

J A K 1\ R T A 
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